Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 616/Pdt.G/2019/PA.Clg
f=
/w_yf‘. - ’3\—’)«'};
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Liyanti Binti H. Sadli alias H. Sadeli, tempat dan tanggal lahir Lampung, 08
Juni 1986, umur 33, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Link.
Keserangan Baru RT. 004 RW. 004 Kelurahan Rawaarum,
Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagai

Penggugat;
melawan

Yana Ruhiyana Bin Abad, tempat dan tanggal lahir Garut, 01 Juni 1985, umur
34, agama lIslam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir
SD, tempat kediaman di Kp. Kondang RT. 003 RW. 004 Desa
Kertasari, Kecamatan Bojongpicung, Kabupaten Cianjur,

Provinsi Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 30
September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon
Nomor 616/Pdt.G/2019/PA.Clg hari itu juga, mengemukakan hal-hal sebagai
berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah

melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2006 di
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hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Pulomerak, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam

Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 268/29/111/2006 tertanggal 23 Maret 2006;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama
terakhir tinggal di Kediaman Penggugat;

3. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan
Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah
dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama:

3.1. Britania Anggraeni Ruhiyana, Perempuan, Lahir di Cianjur, 15 Juni
2006;

3.2. Ervio Adha Algantara Ruhiyana, Laki-laki, Lahir di Cilegon, 25 Oktober
2012;

4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan
rukun dan harmonis namun sejak tahun 2012, rumah tangga dirasakan
mulai goyah disebabkan:

4.1. Tergugat dalam memberikan nafkah lahir hanya sekedarnya saja dan
untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga lebih banyak ditanggung
oleh Penggugat;

4.2. Tergugat tidak jujur mengenai hal keuangan dalam rumah tangga;

4.3. Tergugat tidak peduli terhadap anak dan istri;

4.4.Tergugat memiliki sifat temperamental berlebihan seperti suka
membanting dan merusak barang;

4.5. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti kata hinaan;

4.6. Tergugat susah diajak komunikasi baik dengan Penggugat;

5. Bahwa, akibat dari sifat Tergugat sebagaimana poin 4 (empat) di atas,
komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat menjadi sangat buruk.
Sehingga puncaknya terjadi pada Maret 2017 yang mana Tergugat
meninggalkan Penggugat. Sehingga antara Penggugat dengan Tergugat
sudah tidak serumah lagi serta sudah tidak ada hubungan sebagaimana
layaknya suami isteri;

6. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu

rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan
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perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah,
mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;

7. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah
tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah
tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi
sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991
tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila
gugatan ini dikabulkan;

8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat
perkara ini;

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak Tergugat (Yana Ruhiyana Bin Abad) terhadap
Penggugat (Liyanti Binti H. Sadli alias H. Sadeli);

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidair:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya

(Ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap
ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil/lkuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan
tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang
sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
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Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;
Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya, Penggugat telah

mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan
Pulomerak, Kota Cilegon, Provinsi Banten, Nomor 268/29/I11/2006
Tanggal 23 Maret 2006. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis
Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah
dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf
Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK
36720648068600001 yang dikeluarkan Pemerintah Kota Cilegon
tanggal 11 Oktober 2017 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh
Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan
telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan
paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi
1. Hj. Sadiyah binti H. llyas Zen, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan

Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di PCI Blok b 36 No. 18 RT.

002 RW. 005 Kelurahan Kedaleman Kecamatan Cibeber Kota Cilegon

Saksi tersebut mengaku sebagai ibu kandung Penggugat;

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya

sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah Ibu kandung Penggugat;

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
rumah orang tua Tergugat di Cianjur;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada
awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak anak yang kedua lahir,
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rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan
Tergugat karena. masalah ekonomi, Tergugat tidak bertanggung
jawab dalam masalah nafkah keluarga selain itu Tergugat sering
berhutang tanpa sepengatahuan Penggugat, namun banyak orang
menagih hutang tersebut kepada Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui tentang peristiwva perselisihan dan
pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut karena saksi
diberitahu oleh Penggugat dan Penggugat sering menelepon kepada
saksi sambil menangis dan terkadang Penggugat pulang ke rumah
saksi sambil menangis sambil memperlihatkan mukanya yang memar
akibat dipukul oleh Tergugat;

- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat sering
marah-marah tanpa alasan yang jelas;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2
tahun yang lalu;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat
karena Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat yang sering
melakukan kekerasan terhadap Penggugat;

- Bahwa pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga
Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun
lagi;

2. Melda Santi binti H. Sadli, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di PCI Blok B 36 No. 18 RT 002
RW. 005 Kelurahan Kedaleman Kecamatan Cibeber Kota Cilegon Saksi
tersebut mengaku sebagai adik kandung Penggugat;

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya

sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah adik kandung Penggugat;

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
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- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
rumah orang tua Tergugat di Cianjur;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada
awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak anak yang pertama
lahir rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan
Tergugat karena masalah ekonomi Tergugat kurang bertanggung
jawab terhadap nafkah keluarga, Tergugat bekerja dikapal, namun
ketika libur Tergugat tidak ada inisiatifnya untuk mencari tambahan,
justru Penggugat yang bekerja membantu memenuhi kebutuhan
keluarga;

- Bahwa saksi mengetahui tentang persitiwa perselisihan dan
pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut karena Penggugat
sering curhat sama saksi ;

- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat pernah
melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan saksi pernah melihat
wajah Penggugat memar akibat di pukul oleh Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2
tahun yang lalu;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat
karena tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat;

- Bahwa pernah diusahakan damai oleh pihak keluarga Penggugat,
namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan
apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu
yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang

tidak terpisahkan dari isi putusan ini;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga
negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1)
huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang
absolut Pengadilan Agama,;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa
Penggugat beralamat di Link. Keserangan Baru RT. 004 RW. 004 Kelurahan
Rawaarum, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon, Provinsi Banten;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut Penggugat
mengajukan bukti bertanda P.1;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang
dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang dibuat untuk alat bukti, telah
di-nazegelen, setelah diteliti isinya membuktikan bahwa Penggugat benar
beralamat sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan Penggugat oleh
karenanya harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil
dan syarat materil alat bukti;

Menimbang, bahwa alamat Penggugat tersebut termasuk yurisdiksi relatif
Pengadilan Agama Cilegon, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Cilegon
berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,
Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat
yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan
ternyata tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai

wakil’/kuasanya maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh sebab itu
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pemeriksaan perkaranya dilakukan secara sepihak, dan gugatan Penggugat
dapat diputus secara verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah menghadap ke
persidangan, maka perdamaian dan mediasi sebagaimana diwajibkan Pasal
154 ayat (1) RBg, jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun
2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo
Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi
Hukum Islam jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun demikian
majelis hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat untuk
mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang
diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dilakukan dalam sidang
tertutup untuk umum dan terhadap gugatan yang dibacakan tersebut
Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa
Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 Maret 2006;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut,
Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.2;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang
dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti,
telah di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan
isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada
tanggal 23 Maret 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan
bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti,
oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat
adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan

bahwa gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum (legal standing), dan
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Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum
(persona standi in judicio) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang
diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dilakukan dalam sidang
tertutup untuk umum dan terhadap gugatan yang dibacakan tersebut
Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini
pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan
bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak
tahun 2012 disebabkan karena Tergugat memberikan nafkah hanya
sekedarnya, Tergugat tidak jujur mengenai keuangan perkara, Tergugat tidak
peduli terhadap Penggugat dan anak, Tergugat memiliki sipat temperamental,
kasar dan susah diajak komunikasi. Puncak perselisihan dan pertengkaran
tersebut mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat
tinggal pada bulan Maret tahun2017 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat
tidak dapat didengar jawaban dan/atau bantahannya, sehingga dalam proses
selanjutnya tidak terdapat jawaban, replik dan duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya,
Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti 2 (dua) orang saksi
masing-masing bernama Hj. Sadiyah binti H. llyas Zen dan Melda Santi binti H.
Sadli serta akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di
persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas
minimal saksi, dan keduanya adalah keluarga dan orang-orang yang dekat
dengan Penggugat selain itu saksi-saksi tersebut secara pribadi (in person),
telah menghadap sendiri ke persidangan dan masing-masing telah memberikan
keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa secara materil saksi 1 dan saksi 2 Penggugat pada
pokoknya menerangkan tidak pernah melihat ataupun mendengar Penggugat
dengan Tergugat berselisih dan bertengkar;

Menimbang, bahwa meskipun saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tidak pernah
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melihat Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar, akan tetapi
saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah melihat sendiri bahwa Penggugat dengan
Tergugat telah berpisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan tidak pernah
bersama lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat hanya melihat
peristiwa perpisahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sejak 2
(dua) tahun yang lalu, dengan demikian Majelis akan menilai lebih lanjut
peristiwva perpisahan Penggugat dengan Tergugat (feitelijke ground)
hubungannya dengan fakta hukum (rechterlijke ground) sebagaimana alasan
gugatan Penggugat yang didasarkan atas Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi 1 dan saksi 2 Penggugat yang
melihat langsung Penggugat dengan Tergugat berpisah dan tidak pernah
bersama lagi sejak 2 (dua) yang lalu dan tidak saling mempedulikan lagi, sudah
merupakan indikasi terjadinya perselisihan sebagaimana kaidah hukum yang
terdapat di dalam Yurisprudensi MARI Nomor: 243 / K/ AG / 1996, tanggal 08
Januari 1998, bahwa indikasi rumah tangga yang pecah tidak selalu didasari
atas fakta-fakta perselisihan dan pertengkaran yang mengarah kepada
perbuatan adu otot atau perilaku aneh dalam keluarga, adanya suatu

“perbedaaan pendapat”’, “ketidaksesuaian”, “hampanya arti sebuah perkawinan”
sudah merupakan perselisihan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan kaidah hukum
yang terdapat di dalam Yurisprudensi MARI Nomor : 1354 K/Pdt/2000, tanggal
08 September 2003 yang menyatakan bahwa suami istri yang telah pisah
rumah dan tidak saling mempedulikan, sudah merupakan fakta adanya
perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun
lagi dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan
perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara materil saksi-saksi tersebut
telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan
serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.616/Pdt.G/2019/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi,

oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 HIR. jo Pasal 76 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, keterangan

saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat serta alat-alat bukti
yang telah diajukan Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang
sudah dikonstatir yaitu;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah
sejak tanggal 23 Maret 2006 sampai dengan sekarang belum pernah
bercerai;

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak
harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit
untuk dirukunkan kembali, akibatnya Penggugat telah berpisah tempat
tinggal dengan Tergugat sejak 2 (dua) tahun yang lalu;

3. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha untuk mendamaikan
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis
Hakim menilai bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis
lagi, rasa kasih sayang antara mereka telah bertukar dengan kebencian,
sehingga harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah,
mawaddah dan rahmah, sesuai dengan maksud firman Allah SWT dalam
al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal mana dalam kehidupan rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi diwujudkan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di
dalamnya sering terjadi perselisihan akan sulit untuk mewujudkan rumah
tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan
oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan
kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak

atau kedua belah pihak;
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Menimbang, bahwa dengan mempertahankan rumah tangga yang sudah
sedemikian bentuknya akan menimbulkan dampak negatif baik terhadap kedua
belah pihak yang berperkara dan keluarga masing-masing, maka jalan terbaik
satu-satunya adalah perceraian sesuai kaidah yang diambil alih menjadi

pendapat Majelis dalam pertimbangannya sebagai berikut:
Aid) s o adia Ll ads

Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada
meraih keuntungan, (‘Abdul Wahab Khalaf, ‘llmu Ushul Al-Figh, 1907 halaman
208).

Al 2l ale (3lh g g3l da g3l 48 ) ase 204 1Y)

Artinya: Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah
sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya
dengan talak satu bain sughra, (Kitab Ghayah Al-Maram halaman 162);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis
Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal
19 huruf (f) jo Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 KHI telah
terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat
telah mempunyai cukup alasan untuk menggugat perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya alasan-alasan
perceraian sebagaimana maksud Pasal 38 dan Pasal 39 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan
menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka
berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor
50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundangan-undangan serta

ketentuan Hukum Syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;
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MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan tidak hadir;
Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Yana Ruhiyana Bin Abad)
terhadap Penggugat (Liyanti Binti H. Sadli alias H. Sadeli);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Agama Cilegon yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal
28 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1441 Hijriah oleh
kami Evi Sofyah, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Akbar Ali, S.H.l. dan
Martina Lofa, S.HI.,, M.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh
Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh
Juleha,S.H.l. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa

hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota | Ketua Majelis,

Akbar Ali, S.H.I. Evi Sofyah, S.Ag., M.H.,

Hakim Anggota Il

Martina Lofa, S.HI., M.HI

Panitera Pengganti,

Juleha,S.H.l.
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Perincian biaya :
- Biaya Pendaftaran :Rp 30.000,00

- Biaya Proses :Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan 'Rp 290.000,00
- Biaya PNBP 'Rp 20.000,00
- Redaksi :Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 6.000,00
Jumlah 'Rp 431.000,00

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
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